BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI

NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

bahwa sehubungan dengan adanya beberapa
ketentuan yang belum terakomodir dalam Peraturan
Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir
Selatan, sehingga perlu dilakukan perubahan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25), jo Undang-Undang Darurat Nomor 21
Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan
Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77), jo
Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21
Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan
Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah
Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Nomor 1643);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018
tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan
Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019
tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6340);

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil;
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah;

12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun
2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pesisir Selatan;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700
Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri
Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan
Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PESISIR SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun
2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 5 dihapus, ayat (5) diubah, sehingga Pasal 5
berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

Pasal 5

TPP diberikan kepada Pegawai ASN yang bekerja dan aktif untuk
setiap jabatan yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah
berdasarkan kelas jabatan setelah mendapatkan persetujuan Menteri
Dalam Negeri.

TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :

a. Pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi;

b. Pegawai ASN yang menduduki jabatan administrasi; dan

c. Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional tertentu.

Pegawai ASN UPT Puskesmas diberikan besaran TPP sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan
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(4)
()

dari Peraturan Bupati ini.

dihapus.

Selain Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3),
TPP juga dapat diberikan kepada :

a.

b.

Pegawai ASN Instansi lain yang dipekerjakan di lingkungan
Pemerintah Daerah; dan

Pegawai ASN yang diperbantukan pada Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan unit
kerja lainnya yang ada di Daerah, kecuali instansi tersebut
memberikan tunjangan kinerja sejenis dengan ketentuan Pegawai
ASN tersebut harus memilih salah satu yang dianggap
menguntungkan.

2. Ketentuan ayat (1) huruf j dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai
berikut :

(1)

Pasal 6

TPP tidak diberikan kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah
Daerah, dengan ketentuan :

a.

yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan
tertentu pada PD;

yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan sebagai
Pegawai ASN, yang diberhentikan dengan hormat dan/atau tidak
dengan hormat;

yang dipekerjakan/penugasan pada instansi/lembaga Negara
dan/atau lembaga lainnya diluar Pemerintah Daerah;

yang menjalani cuti di luar tanggungan Negara, cuti besar, cuti
sakit lebih dari 3 (tiga) bulan serta cuti melahirkan anak keempat
dan seterusnya;

yang menjalani masa bebas tugas/masa persiapan pensiun,;

yang mengikuti tugas belajar berdasarkan surat perintah tugas;
yang ditahan oleh pihak yang berwajib diatas 12 (dua belas) hari
kerja karena kasus hukum;

yang berstatus sebagai PNS titipan di dalam atau diluar Daerah;
yang menerima Tunjangan/Jasa Pelayanan/Remunerasi BLUD
pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
dihapus;

yang mendapatkan Tunjangan Profesi Guru;

yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil
Negara (LHKASN) bagi Pegawai ASN yang ditetapkan berdasarkan
Keputusan Bupati Pesisir Selatan sampai dengan yang

bersangkutan melaporkannya dibuktikan dengan surat pernyataan
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dari Inspektorat; dan

m. yang terikat permasalahan Barang Milik Daerah (BMD), Tuntutan
Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) sampai dengan
kewajiban Pegawai ASN yang bersangkutan dinyatakan selesai oleh
pejabat yang berwenang.

3. Ketentuan ayat (1) huruf e dan huruf h Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Pengurangan TPP diberlakukan kepada :

a. Pegawai ASN yang tidak masuk kantor tanpa keterangan pada
bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP :

1) sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari dari besaran
kehadiran kerja; dan

2) paling banyak 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan
tidak masuk kantor dari besaran TPP yang diterima.

b. Pegawai ASN yang tidak mengikuti Upacara Bendera, apel
gabungan /wirid sebesar 2% (dua persen) untuk tiap 1 (satu) kali
dari besaran kehadiran kerja;

c. Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan,
maka diberikan pengurangan TPP untuk setiap 1 (satu) kali
keterlambatan :

1) sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk lama keterlamatan
1 (satu) menit sampai dengan < 31 (tiga puluh satu) menit dari
besaran kehadiran kerja disebut TL1;

2) sebesar 1% (satu persen) untuk lama keterlambatan 31 (tiga
puluh satu) menit sampai dengan < 61 (enam puluh satu)
menit dari besaran kehadiran kerja disebut TL2;

3) sebesar 1,25 % (satu koma dua lima persen) untuk lama
keterlambatan 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan < 91
(Sembilan puluh satu) menit dari besaran kehadiran kerja
disebut TL3; dan

4) sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) untuk lama
keterlambatan > 91 (sembilan puluh satu) menit atau tidak
mengisi daftar hadir/masuk kerja dari besaran kehadiran kerja
disebut TL4.

d. Pegawai ASN yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan
berjalan, maka diberikan pengurangan TPP :

1) sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk lama meninggalkan
pekerjaan sebelum waktunya 1 (satu) menit sampai dengan <
31 (tiga puluh satu) menit dari besaran kehadiran kerja disebut
PSW1;

2) sebesar 1% (satu persen) untuk lama meninggalkan pekerjaan
sebelum waktunya 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan <
61 (enam puluh satu) menit dari besaran kehadiran kerja
disebut PSW2;

3) sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) untuk lama
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meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya 61 (enam puluh
satu) menit sampai dengan < 91 (Sembilan puluh satu) menit
dari besaran kehadiran kerja disebut PSW3; dan

4) sebesar 1,55% (satu koma lima puluh lima persen) untuk lama
meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya > 91 (sembilan
puluh satu) menit atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja
dari besaran kehadiran kerja disebut PSW4.

Pegawai ASN dikenakan pemotongan pembayaran TPP berdasarkan

rata-rata nilai perilaku kerja dalam satu bulan dari besaran

perilaku kerja, dengan ketentuan:

1) bernilai sangat baik antara 91 (sembilan puluh satu) sampai
dengan 100 (seratus), tidak dikenakan pemotongan;

2) bernilai baik antara 76 (tujuh puluh enam) sampai dengan 90
(sembilan puluh), sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima
persen);

3) bernilai cukup antara 61 (enam puluh satu) sampai dengan 75
(tujuh puluh lima), sebesar 5% (lima persen);

4) bernilai kurang antara 51 (lima puluh satu) sampai dengan 60
(enam puluh), sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen); dan

S) bernilai buruk antara O (nol) sampai dengan 50 (lima puluh),
sebesar 10% (sepuluh persen).

Pegawai ASN yang mendapatkan hukuman disiplin yang

berdasarkan pada keputusan penjatuhan hukuman disiplin

dikenakan pemotongan TPP dari besaran hukuman disiplin,
dengan ketentuan:

1) hukuman disiplin tingkat ringan sebesar 100% (seratus persen)
per bulan berlaku selama 1 (satu) bulan;

2) hukuman disiplin tingkat sedang sebesar 100% (seratus
persen) per bulan berlaku selama 2 (dua) bulan; dan

3) hukuman disiplin tingkat berat sebesar 100% (seratus persen)
per bulan berlaku selama 3 (tiga) bulan.

bagi pejabat yang berwenang menghukum tidak menjatuhkan

hukuman disiplin, maka dilakukan pemotongan TPP sebesar 100%

(seratus persen) dari besaran TPP hukuman disiplin sampai

pejabat yang berwenang melakukan penjatuhan hukuman disiplin;

Pegawai ASN dikenakan pemotongan pembayaran TPP berdasarkan

rata-rata nilai produktivitas kerja dalam satu bulan dari besaran

produktivitas kerja, dengan ketentuan sebagai berikut :

1) bernilai sangat baik antara 91 (sembilan puluh satu) sampai
dengan 100 (seratus), tidak dikenakan pemotongan,;

2) bernilai baik antara 76 (tujuh puluh enam) sampai dengan 90
(sembilan puluh), sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima
persen);

3) bernilai cukup antara 61(enam puluh satu) sampai dengan 75
(tujuh puluh lima), sebesar 5% (lima persen);

4) bernilai kurang antara 51(lima puluh satu) sampai dengan 60
(enam puluh), sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen); dan

5) bernilai buruk antara O (nol) sampai dengan 50 (lima puluh),
sebesar 10% (sepuluh persen).
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i. Pemotongan pembayaran TPP berdasarkan kehadiran kerja, rata-
rata nilai perilaku kerja, hukuman disiplin dan rata-rata nilai
produktivitas kerja dalam satu bulan sebagaimana dimaksud pada
huruf (e), (), (g) dan (h), dimulai pada pembayaran TPP bulan April
2021;

j. Pegawai ASN cuti tahunan, cuti sakit, cuti alasan penting, dan cuti
melahirkan anak kesatu, kedua dan ketiga apabila diakumulasi
jumlah hari melebihi 12 (dua belas) hari kerja dalam 1 (satu)
bulan, maka tidak dibayarkan produktivitas kerja dari besaran TPP
yang diterima;

k. Pegawai ASN melakukan dan/atau turut membantu manipulasi
data displin kerja dan/atau produktivitas kerja dilakukan
pemotongan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) selama 1 (satu)
bulan dari besaran TPP yang diterima; dan

l. Apabila terjadi kerusakan mesin absensi kehadiran maka akan
diberlakukan absensi secara manual mulai dari absen apel pagi,
absensi jam masuk kerja normal dan jam pulang kerja normal bagi
seluruh Pegawai ASN pada PD/unit kerja yang bersangkutan
sampai dengan dilakukan perbaikan dan dilengkapi dengan surat
pernyataan pertanggungjawaban kepala PD.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Pasal 8

Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja
dan disiplin kerja.

Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan
berdasarkan pada :

a. penilaian produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari
besaran TPP yang diterima; dan

b. penilaian disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari
besaran TPP yang diterima.

Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, dilakukan berdasarkan pelaksanaan tugas/aktivitas harian
jabatan dan/atau penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil
pelaksanaan tugas Pegawai ASN yang dipimpinnya, dengan bobot 60%
(enam puluh persen).

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat
uraian tugas jabatan, aktivitas kerja harian atas pelaksanaan tugas
pokok, serta output/hasil yang didapatkan dari pelaksanaan pekerjaan.

Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dilakukan berdasarkan :

a. rekapitulasi kehadiran Pegawai ASN pada saat masuk kerja dan
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pulang kerja, upacara bendera serta apel gabungan/wirid dengan
bobot 20% (dua puluh persen);

b. penilaian perilaku kerja, dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan

c. hukuman disiplin, dengan bobot 10% (sepuluh persen).

7. Rekapitulasi kehadiran Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) huruf a, didasarkan pada perekaman kehadiran melalui Face ID
atau Fingerprint dan/atau alat perekaman elektronik/digital lainnya
sedangkan untuk upacara bendera dan apel gabungan/wirid melalui
rekapitulasi kehadiran lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan
keabsahannya.

5. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 10

(1) Terhadap Pegawai ASN yang mengalami mutasi ke PD/unit kerja lain di
lingkungan Pemerintah Daerah maka pembayaran TPP dibebankan
kepada PD/unit kerja yang baru, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. surat keputusan dan/atau surat pernyataan melaksanakan tugas
terhitung mulai tanggal sebelum tanggal 15 (lima belas) bulan
berkenaan dibayarkan pada PD/unit kerja sebelumnya; dan

b. surat keputusan dan/atau surat pernyataan melaksanakan tugas
terhitung mulai tanggal setelah tanggal 15 (lima belas) dan
setelahnya pada bulan berkenaan dibayarkan pada PD/unit kerja
yang baru.

(2) Apabila pada PD/unit kerja tempat tugas yang baru sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) belum tersedia anggaran atau tidak cukup
tersedia anggaran, maka PD/unit kerja tempat tugas yang baru
mengajukan penyesuaian anggaran pada perubahan APBD tahun
anggaran berkenan.

(3) TPP terhadap Pegawai ASN instansi lain yang dialihkan jenis
kepegawaiannya dan/atau dipekerjakan ke PD/unit kerja di lingkungan
Pemerintah Daerah, dengan ketentuan :

a. bagi Pegawai ASN yang dialihkan jenis

kepegawaiannya/dipekerjakan untuk mengisi Jabatan Pimpinan
Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan
Pemerintah Daerah, dibayarkan terhitung sejak yang bersangkutan
melaksanakan tugas dibuktikan dengan Surat Perintah
Melaksanakan Tugas; dan
b. bagi ASN yang dialihkan jenis kepegawaiannya ke lingkungan
Pemerintah Daerah selain dari sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a, dibayarkan tahun anggaran berikutnya dibuktikan
dengan Surat Perintah Melaksanakan Tugas.
6. Ketentuan Pasal 11 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga
Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 11

(1) Pegawai ASN yang mendapatkan promosi dan/atau demosi kedalam
jabatan pimpinan tinggi/administrator/pengawas/pelaksana, maka
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(2)

(3)

pembayaran TPP berdasarkan kelas jabatan yang baru dan dibebankan

kepada PD/unit kerja yang baru, dengan ketentuan sebagai berikut :

(a) surat pernyataan melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal
sebelum tanggal 15 (lima belas) bulan berkenaan, dibayarkan
berdasarkan kelas jabatan yang baru pada PD/unit kerja yang
baru; dan

(b) surat pernyataan melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal
setelah tanggal 15 (lima belas) dan setelahnya pada bulan
berkenaan, dibayarkan berdasarkan jabatan sebelumnya pada
PD /unit kerja sebelumnya.

Pembayaran TPP bagi Pegawai ASN yang mendapatkan kenaikan kelas

jabatan karena kenaikan pangkat pilihan dan/atau penyesuaian

ijazah /persamaan gelar, dibayarkan satu tahun setelah kenaikan
pangkatnya dan/atau persamaan gelarnya dibuktikan dengan Surat
keputusan kenaikan pangkat/pemakaian gelar pendidikan.

Pembayaran TPP bagi Pegawai ASN yang dibebaskan sementara dari

tugas dan jabatannya sebagai pejabat pimpinan tinggi, pejabat

administrator dan pejabat pengawas, hanya dibayarkan TPP disiplin
kerja sebesar 40 % (empat puluh persen).

. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal
12 berbunyi, sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

Pasal 12

TPP bagi Pegawai ASN JF Guru besaran produktivitas kerja sebesar
60% (enam puluh persen) dapat dibayarkan apabila memenuhi jam
tatap muka mengajar (JP) minimal dalam mata diklat/jurusan yang
linear, dan/atau mengampu dan membimbing rombongan belajar
minimal bagi Guru Bimbingan Konseling dan Guru Teknologi
Informasi dan Komunikasi.
Dalam hal jam tatap muka mengajar (JP) minimal dalam mata
diklat/jurusan yang linear sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
terpenuhi, maka dibayarkan sebanyak JP terpenuhi dikali dengan
besaran produktifitas kerja dibagi 24 (dua puluh empat) JP.
Dalam hal rombongan belajar bagi JF Guru Bimbingan Konseling dan
Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka dibayarkan sebanyak rombongan
belajar terpenuhi dikali dengan besaran produktivitas kerja dibagi 5
(lima) rombongan belajar.
Dalam hal tidak lagi terdapat jenjang JF karena perubahan ketentuan
peraturan  perundang-undangan dan/atau tidak memenuhi
persyaratan jabatan, Pegawai ASN yang masih melaksanakan tugas
jabatan JF dibayarkan TPP sebesar kelas jabatan pelaksana.
Dalam hal tidak terdapatnya jenjang JF sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), bagi JF guru masih dibayarkan TPP ASN berdasarkan kelas
jabatan jenjang jabatan fungsional dengan ketentuan :
a. sudah berusia 50 (lima puluh) tahun pada 30 November 2013 dan
mempunyai pengalaman 20 (dua pulu) tahun sebagai guru; atau
b. bergolongan pembina (IV/a) atau memenuhi angka kredit
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kumulatif setara dengan golongan (IV/a).

8. Ketentuan ayat (1), ayat (2) huruf a dan huruf b Pasal 14 diubah, sehingga
Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1) Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) atau Penjabat
diberikan TPP tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling
singkat 1 (satu) bulan kelender.

(2) Ketentuan mengenai TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), sebagai berikut :

a. Pegawai ASN setingkat lebih rendah yang merangkap sebagai
Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) atau Penjabat
jabatan lain menerima TPP ASN pada Jabatan TPP ASN yang lebih
tinggi; dan

b. Pegawai ASN setingkat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas
(PIt) atau Pelaksana Harian (Plh) atau Penjabat jabatan lain
menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh
persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau
jabatan yang dirangkapnya.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 26 April 2021

BUPATI PESISIR SELATAN,
dto

RUSMA YUL ANWAR

Diundangkan di Painan
Pada tanggal : 26 April 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

dto

EMIRDA ZISWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021 NOMOR : 13
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ATl PESISIR SELATAN
2021

AN ATAS PERATURAN BUpAT NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG
ASILAN  PEGAWAI APARATU | SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
UPATEN PESISIR SELATAN

BT Dl Kerya (40%) Produltsitas
FeE Bosaran TPP | Jumiah | Kebutuhan 1 | Kebutunan 13 Kerje 6%
P Jabiat (100%) P Bulan !
Kerja (20%) (10% Drsighin (10%)
3 4 5 6 7 [] 9 10
TOR DAN JABATAN PENGAWAS
15 14,586,672 1 14,586 672 189 626,736 2,517,334 40 | 1,458 667 20 1458,667.20 | 8,752,003.20
11 8,600,000 1 8,600,000 111,800,000 | 1,720,000 00 860,000 00 860,000 00 | 5,160 000 00
14 8,250,000 6 49,500,000 43,500,000 | 165000000 82500000 82500000
14 7,600,000 | 24 182,400,000 | 2371 200,000 [ 3 2000000 | 760,000 00 | 760,00000 | 4,505,000 00
13 6,800,000 3 20,400,000 265,200,000 | 1,360,000.00 | 680,000.00 680,000 00 | 4,080,000 00
1: 5,550,000 1 5,550,000 72,150,000 | 1,110,000 00 555,000.00 555,000.00 | 3,330,000 o
} 3,500000] 17 60,500,000 786,500,000 | 1,100,000 00 | 550,00000 | 550,000.60 3,300,000 06
. 5450000| 3 16,350,000 212,590,000 | 109000000 | 54500000 | 545,000 00 3,270,000 00
le 5,550,000 5 83,250,000 1,082,250,000 | 1,110,000 00 555,000 00 555,000 00 | 3,330,000 00
12 5.000,000 | 23 115000000 ] 1,455,006,000 ] 1,006,600 06 500,000.00 |~ 500,000.00 | 3,000,000 00
Al 39%000] 4 15,800,000 205400000 790,00000 | 395,00000 | 395,000 00 2,370,000 00
an  Sckretariat DPRdl:;‘ Direktur BR:::D 1 3850000 o8 377,300,000 77000000 | 38500000 | 38500000 | 2,310,000 00
Lan Kepala B R
Drerah 4,904,900,000
n Sekretariat Dacral, —_— T Lt Lkt
— “ 9 2,950,000 33 97,350,000 1,265,550,000 590,000 00 295,000 00 295,000.00 | 1,770,000 00
- o 3 2950000] 3 8,850,000 115090000 ] '590,00600 | 29500000 295,000 00| 1770.000 o
Bagian/Kepala Sub Bidang/ Kepala Sckal| 5 2,900,000 | 408 1177,400,000 |5 o ey == B I0500 | & 755.00000
B, 1 dan seluruh Perangat f 15,306,200,000 | 580,000,060 | 290,000 00 290,000.00 | 1,740,000 0
S L U—
[ T SmoT—— .
11 3,850,000 4 15,400,000 200,200,000 | 770,00000] 385,000 06 385,000 00 | 2,310,000 00
pegawa 11 3,850,000 | 3,850,000 50,050,000 | 770,000.00 | 385,000 00 385,000 00 | 2,310,000 00
Penyelenggaraan Urusan Femerinian D - - e -
l,l 3,850,000 2 7,700,000 100,100,000 770,000.00 385,000 00 385,000.00 | 2,310,000 00
12 3,750,000 0 - - 750,000.00 | 37500000 |  375,000.00 2,250,000 00
11 3,750,000 10 37,500,000 487,500,000 750,000 00 375,000.00 375,000 00 | 2,250,000 00
11 3,750,000 0 - 3 75000000 | 37500000 |  375,00000 | 2.250.500 00
11 3,750,000 0 - 750,000 00 375,000 00 375,00000 | 2,250,000 00
Pengawas Sekolah/ Mata Pelajaran,
f oot dan Penilik Belolah 4! 3340000 f 147 490,980,000 |  6382,740,000 |  668,000.00 33400000 |  334,000.00 | 2,004,000 00
I 11 3,750,000 0 . - 750,000.00 | 37500000 | 375,000 00 2,250,000 00
Wingan Indus 1 3,750,000 | 3,750,000 48,750,000 |  750,000.00 | 375,000 00 375,000.00 | 2,250,600 00
11 3,750,000 0 - . 750,00000 | 37500000 | 375,00000 | 2.250.000 00
'_ 11 3,750,000 0 - - 750,00000 | 375,000.00 | 375,000 00 2,250,000.00
1l Pertanian 11 3,750,000 0 P - 75000000 | 375,00000 | 375,000.00 2,250,000 00
11 3,750,000 0 . - 730,000.00 | 375,00000| 375,000 00 2,250,000.00
1 3,750,000 0 - - 750,000 00 375,000 00 375,000.00 | 2,250,000 00
11 3,750,000 0 - - 75000000 | 37500000 375,000.00 2,250,000.00
11 3,750,000 0 - 750,00000 | 375,00000 | 375,00000 2,250,000 00
11 3,750,000 0 750,00000 ] 37500000  375,00000 2,250,000 00
11 3,750,000 0 - 75000000 | 37500000  375,00000 2,250,000 00
11 3,750,000 0 - 750,00000 |  375,00000| 375,000 00 2,250,000 00
11 3,750,000 0 - 75000000 | 375,000.00 | 37500000 2,250,000 00
11 3,750,000 0 . 750,00000 | "375,000.00]  375,00000 2,250,000 00
Nl 3,750,000 0 - - 750,00000| 37500000 375,00000 2,250,000 00
12 3,750,000 1 3,750,000 48,750,000 | 750,00000]  375,00000 375,000.00 | 2,250,000 00
11 3,750,000 0 - s 75000000 | 37500000 375,00000 2,250,000.00
11 3,750,000 0 - - 7%0,00000] 37500000 375,000,060 2,250,000.00 |
] 2,500,000 7 20,300,000 263,900,000 | 580,00000] 290,000 00 290,000.00 [ 1,740,000 00
9 2,500,000 | 2,500,000 37,700,000 |  580,00000 | 290,000 00 290,000 .00 | 1,740,000 00
Urusan Pemenntah,
9 2,900,000 3 8,700,000 113,100.000 | 580,00000|  290,000.00 290,000.00 | 1,740,000 00
10 2,850,000 | 2,850,000 37,050,000 | 570,000.00 | 285,000 00 285,000.00 | 1,710,000 00
9 2,850,000 8 22,800,000 296,400,000 | 570,000.00 | 285,000 00 285,000 00 | 1,710,000 00
9 2,850,000 0 . . 57000000 | "285,00000 ]  285,00000 1,710,000 00
B 2,850,000 0 - - 57000000 28500000] 285,000 00 1,710,000 00
Sckolah/Mata  Pelajaran,
dan Penilik Sekalah 9 2,390,000 | 246 587,940,000 7,643,220 000 478,000 00 239,000 00 239,000.00 | 1,434,000 00
[ 2,850,000 2 5,700,000 74,100,000 | 570,00000]  285,00000 285,000.00 | 1,710,000 00
9 2,850,000 0 - . 570,00000 | 285,600.00 |  285,000.00 1,710,000 00
G 2,850,000 0 - S70.00000 | 28500000 | 285,000 00 1,710,000 00
9 2,850,000 0 - - S70.00000 | 285,000.00 | 285,000 00 1.710,000.00
9 2,850,000 0 570,00000 | 28500000 ] 285,000 00 1,710,000.00
) 2,850,000 0 - 570,00000 | 28500000  285,00000 1,710,000 00
9 2,850,000 0 - . 570,00000 | 285,00000] 285,000 00 1,710,000.00
9 | 2,850,000 0 57000000 | 28500000  285,000.00 1,710,000.00
00 |
[ 2,850,000 © p ST000000] 285,00000 | 285,00000] 171000000
-]
) . . 570,00000 | 28500000 |  285,000.00 1,710,000 00
9 2,850,000 Ll
B 2,850,000 0 - - S70,00000 | 28500000 285,00000 1,710,000.00
1 1,710.000.00 |
> 2,850,000 0 - 57000000 |  285,00000 | 285,000 00 1,710,000.00
5 2,850,000 0 = - 570,000.00 | 285,000.00] 285,000.00 | 1,710,000 00
5 2,850 ) p - 57000000 ] 285,000.00 | 285,000 00 | 1.710,000.00
= 2850 o E “ 57000000 | 285,00000 | 235,000 00 1,710,000.00
——t— | 205,00000] 285,000
5,700, 74,100,000 570,000 00 00 285,000.00 | 1,710,000 00
10 000 e 22700,000 | | 270.000.00 L 10.000.00
9 2,850,000 2,850,000 37,050,000 [ 570,000 00 | 285.00000] 28500000 | 1,710,000 00
9 2,850,000 - - 57000000 | 285,000.00 | 285,000.00 | 1.710,000.00
» -
- - - = . B
470,00000 | 23500000 | 235,000, 1,410,000.00
0 2,350,000 [ 4 9,400,000 122,200,000 . =000 J, 1,$10,000.00 |
8 2,350,000 3 7,050,000 91,650,000 |  470,000.00 | 235,000.00 235,000.00 | 1,410,000.00
2,350, 0 3 . 470,00000 | 23500000 | 23500000 | 1,410,000.00
2,300, 2 4,600,000 D800,000] 460,00000] 230,00000 | 230,00000 | 1,380,000 |
2 12 27 356800000] 460,000.00| 250,00000 | 230,00000 __:_::‘_;_@%
; 001 230,000001 230,000.00 | 1,380,000.00
2,300,000 1 2,300,000 29,900,000 460,000
2,300,000 3 6,900,000 89,700,000 460,000.00 230,000.00 230,000.00 lwm
34,000.00
8 1,800,000 | 247 466,830,000 | 6,068,790,000 | 37800000| 1 00 ‘W‘m
8 2 4 9,200,000 119&000 460,000.00 X m |




= ,380,000 00
TN (i B S ) g ss0 50000 | 2%0,00000 1 230,080 02 :,@
13 [Pwosts Koonputes “\—-“h: (3000001 3 S,200000 STl | 100,000 00 ‘fgg‘u’ﬂ 3:: j:(u:uno 50| 1,380,000.00 |
& Anals “‘W 2,300,000 7 16,100,000 209,300,000 460,000.00 230/ 536.000.00 | 1 ,.330.000&,
TR ] 8 2,300,000 1 9,200,000 119,600,000 460,000 00 230,000.00 Laad)
TR B Tyl =200, 00 5T 530,000 00 | 1,380,000.00 |
Tongawas M\.J‘\_\M 8 2,300,000 3 6,900,000 89,700,000 460,000 00 z.w.oql 00 ‘ ).nou o011 380,000.00
“l\mnm -y B ~ & 2,300,000 - 4,600,000 59 800,000 460,000.00 230,000.00 230,0 5T g ‘330.00() 00
0 [Feoain R ——— 8 2,300,000 2 3,600,000 59,800,000 | 460,000.00 | 230,000 00 | 230,000 E L
"'—T&“k‘\_ 8 2,200,000 2 4,600,000 59,800,000 | 460,000.00 [ 230,000.00 [ 230,000.00 | 1,380,0¢ s
W 8 2,300,000 2 1,600,000 50,800,000 [ 460,000.00 | 230,000 00 zan.rn}z 2:): : 33:2333 -
| W 8 2,300,000 3 6,900,000 89,700,000 460,000 00 230,000.00 230,00 : .mn I:)()U o
mﬂl'“"*‘mu_‘ 8 2,300,000 E) 6,900,000 89,700,000 [ 460,000.00 | 230,000.00 230.00000 [ 1, e
= - 8 2,300,000 7 16,100,000 209,300,000 [ 460,000.00 | 230,000.00 | 230,000.00 | 1,380,
n ,_; 2,300,000 0 460,000.00 230,000 00 230,000 00 | 1 .ASQ.UOD 09
| 8 2,300,000 ) . 460,000.00 [ 230,000.00 | 230,000.00 | 1,380,000 00
Doker ml’i\\?* oy - = ; 230,000.00 | 240,000 00 | 1,380,000 00
NW'\ 2,300,000 5 11 500,000 149,500,000 | 460,000 00 Dl : - xon ey
Panats Tahomiinam Resshatan——————————| 2,300,000 15 34,500,000 448,500,000 | 460,000.00 [ 230,000.00 | 230,000.00 | 1380,
Pouyelin — 1 8 | 2300000 2 460,000.00 [ 230,000.00 | 230.000.00 | 1,380,000 00
Auditor T - - - - —
8 2,350,000 5 470.000.00 | 235,000.00 | 235,000.00 | 1,410,000 00
R 38 2,350,000 : = 470,000.00 235,000.00 235,000.00 | 1,410,000.00
T —— - : - AR
4 A~pane - — | . -‘.JA) 000 a 9,400,000 122,200,000 470,000.00 ,2‘,‘"‘000 0(_’ fSo-UO 0.0 ot A, 800, ¢
MP\ 2,300,000 [ - 460,000 00 230,000.00 230,000.00 [ 1,380,000.00
6] [strukeur S . 2,300,000 0 - 460,000 00 230,000.00 230,000.00 | 1,380,000 00
I T ~:— 2:300,000 0 - 460,000 00 | 230,000.00 | 230,000 00 1,380,600 0::
7 M,hsxw‘%“mw\‘ . 2,300,600 o) 460,00000 | 230,00000 | 230,000.00 ] 1 -380,000.00
o Pengawas BT ek 2,300,000 0 = 460,000.00 230,000.00 230,000.00 | 1,380.000 00
10)_|Pengawas Muts Pakay——————————— | : .‘ 300,000 0 . 460,000.00 [ 230,000.00 féo.:yoo 0? 1,380,000 :)g
e —— ) nooome om0l oo issomown
12 | Teknik W7 2,300,000 0 460,000.00 [ 230, 30, 380,
: 2,300,000 ) 2 = 460,000 00 | 230,000.00 | 230,000.00 | 1,380,000.00
SR “m'—%m' 8 3,300 0,000.00 | 230,000.00 | 230,000.00 | 1,380.000.00
T [ .,\m},ﬁ—i\ : 2300000 460,000.00 | _ 230, 230, 380,
-E m 2,300,000 0 - . 460,000.00 230,000 00 230,000.00 | 1,380,000.00
1ol wal ¢ m‘"w\‘g -:.Joqom,» 1 .j.souooo :q .uuu.om: 460,000 og zaxgzgg gg :)32 Aggg 22 :.i:g‘ggg 82
g Yy Umm’rsdmm“\ = .‘ .J‘nu,ooo 1 2,300,000 29,900,000 460,000.0¢ _’ ¥ e ;30.00( o l‘m()AQOO -
5 o e 2,300,000 0 ; 460,000.00 | 230,0000 230,000 380,
ST 7 2,100,000 i 2,100,000 27,300,000 ] 420,000.00 | 210,000.00 | _210,000.00 | 1,260,000.00
s Kepegawaion ——————— L 7 | 2100000 — — - s 500,05 |3 250,500 65
: lub Pertanian ———1 2,050,000 0 410,000.00 | 205,000.00 205,001 230,
! - feou 7 2,050,000 4 8,200,000 106,600,000 | 410,000.00 | 205,000.00 | _205,000.00 | 1.330.00000
i s mn— 0 205 205, )
Y1) Tio1000 00| 20500000 | 205 s ee | oo
o nstruktur = —— - - -
7 2,050,000 0 - 410,000.00 | 205,000.00 | 205,000.00 | 1,230,000.00
Rvssnin Kocoputer 7 2,050,000 5 10,2: 133,250,000 | 410,000.00 | 205,000.00 | _205,000.00 | 1,230,000 00
b EPOMEA Mt Rekan 7 2050,000] 0 : 410,000.00 | 205,000.00 | _205,000.00 | 1,230,000.00
j 9) s Pasar Hasll Pertanian 7 2,050,000 ] 410,00000 | 20500000 | 205,000 00 | 1,230,000.00
I [ DEl Taoay — ———————— 7 2.050,000] 0 410,000.00 | 205,000.00 | _205,000.00 | 1,330.000 00
é» 11) |Teknik Jalan dan Jembatan 7 2,050,000 0 2 410,000.00 | 205,000.00 | 205,000.00 | 1,230,000.00
13 JTeknik Penychatan Lingkungan 7 2,050,000 0 410,000.00 | 205,000.00 | _205,000.00 | 1,230.000.00
13) Teknik Tata Bangunan dan Perumahan 7 2,050,000 0 E - 410,000.00 | 205,000.00 | 205.000.00 | 1,230,000.00
i 14) JAsisten Apotcker 7 2,050,000 i 2,050,000 26,650,000 ] 41000000 | 205,000.00 | 205,000.00 | 1.230,000.00
. 1S 7 2,050,000 0 : . 410,000.00 | 205000.00 | 205,000.00 | 1,230,000 00
] 161 |Perawat dan/atau Ferawat Gigi 7 2.050,000] 3 5,150,000 79,950,000 | 410,000.00 | 20500000 | _205,000.00 | 1.230 00000
- 17) [Pranats Laboratirium Keschatan 7 2,050,000 | 2,050,000 26,650,000 ] 410,000.00 [ 205,000.00 | _205,000.00 | 1.330.000 00
6 1,800,000 1 1,800,000 23400000} 360,00000 | 180,000.00 | 180,000.00 1,080,000 00
k) 6 1,750,000 0 : : 350,000.00 7500000 | 175,000.00 | 1,050,000.00
& 1,750,000 i 1,750,000 22,750,000 | 350.000.00 | 175,000.00 | 175,000.00] 1,050.00000
3 1,750,000 0 : . 350,000.00 | 175,000.00 | 175,000,00 | 1,050,000 00
6 1,750,000 0 350,000.00] 175,000.00 | 175.600.00 | 1,050,000.00
nstruktur 6 1,750,000 0 P - 350,00000] 175.000.00 | 175,000.00 | 1,050,000 00
Pranata Komputer & 1,750,000 5 8,750,000 113750,000] 350,000.00 | 175,00000 | 175,000.00 | 1.050.006.00
Analis Pasar Hasil Pertanian 6 1,750,000 0 - - 350,000,00 175,000 00 175,000.00 | 1,050,000 00
0)  |Pengawas B Temak 6 1,750,000 0 2 350,000.00 175,000 00 175,000.00 | 1,050,000.00
10) |Pengawas Muty Pakan 3 1,750,000 0 - - 350,000.00 | 175,000.00 | 175,000.00 | 1,050,000.00
11) |Teknik Jalan dan Jembatan 3 1,750,000 3 5,250,000 68,250,000 | 350,000.00 | 17500000 | 175,000.00 | 1.050.000 00
12) |Teknik Penyehatan Lingkungan 6 1,750,000 0 z - 350,000.00] 175000.00 | 175,000.00 ] 1,050,00000
 [15) [Teknik Tata B dan Perumah 6 1,750,000 0 z - 35000000 | 175,000.00 | 175,000.00 | 1,050.00000
T4 Sten Apotcker 3 1,750,000 0 < - 350,000.00 ] 175,000.00 | 175,000.00 | 1,050,000.00
T 6 1,750,000 | 1,750,000 22,750,000 | 350,000.00 | 175,000.00 | 17500000 | 1.050.000 06
| wat dan/atau Perawat Gig 5 1,750,000 1 1,750,000 22750000 | 350,000.00 | 175,000.00 | 175.000.00 1,050,000.00
i Laboratunum Kesehatan 6 1,750,000 0 - - 350,000.00 | 175,000,00 | 175,000.00 | 1,050,000.00
o uh T fem 5 1,500,000 9 13,500,000 175500000 ] 300,000.00] 150,000.00 | 150,000.00 | 905,050 00
STy ter 5 1,500,000 0 - - 30000000 | 150,000.00 | 150,000.00 ] _900,000.G0
i gawas Mutu Pakan 5 1,500,000 0 - - 300,000.00 ] 150.000.00 | 150,000.00 | 900,000.00
5 1,500,000 0 - = 300,000.00 | 150,00000 | 150,000.00 | 900,000 00
- 5 1,500,000 0 - = 300,00000 | 15000000 | 150,00000 | 900,00000
b Hun Kesehatan 5 1,500,000 0 - - 300,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 900,000 60
= 8 : - : : :
Pendidikan D.IV/S 1 (Sekretariat Daeral) 7 2,050,000 | 44 90.200000 ] 1,172,600,000 | 410,00000 | _205,000.00 | 205,000 60 1,230,000 00
) Pendidikan D 1V/S 1 (Ins| 1) 7 2,050,000 11 22,550,000 293,150,000 ] 410,000.00 | 205,000.00 | 205,000.00 | 123600000
m?' d’:‘;:gmm ey 7 2,000,000 | 293 586.000,0001 7,618,000.000| 400,000.00 | 200.000.00| 200,000.00 1,200,000 00
e 7 2,000,000 0 - - 400,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 1,200,000.00
0
B D.AI/Dll (Sekeetariat Dacrah) 6 1,750,000 7 12,250,000 199,250,000 | 350,000.00 | 175,000.00 | 175,000.00 | 1,050,000 00
Pendidikan D.11/D 11 (Insp ) 6 1,750,000 0 - - 350,00000 | 175,000.00 | 175,000.00 | 1,050,000.00
m?mf d.: SRR T Tan 6 1,700,000 | 162 275400000 f 3.580,200,000 | 340,000.00 | 170,00000| 170.000.00 1,020,000.00
(Ajudan B“P":;n :1‘::: K::’:L;BP“"‘ - 1700000| o . . 340,00000 | 170,000.00 | 170,000.00 | 1,020,000.00
Dastah 5 1,500,000 | 22 33,000,000 429,000,000 |  300,000.00 | 150,000.00 |  150,000.00 900,000.00
Pendidikan :::I/g-: S s 1,500,000 1 1,500,000 19,500,000 ] 300,00000| 150,00000| 150,000.00 | 900,000 00
Pendidikan 3
Pendidikan SMA/D.1 perangkat dacrah 5 1,400,000 | 540 756,000,000 | 9,828,000,000 | 280,000.00 | 140,000.00 | 140,000 00 840,000.00
dan 2 "Iso,ooo a1 30,750,000 399,750,000 | 150,000.00 75,000.00 7500000 | 450,000 00
na Pendidikan SMP, - 1 500,000 7 3,500,000 45,500,000 | 100,000.00 50,000.00 50,000.00 |  300,000.00
8D/ sederajat B 200,000 | 837 167,400,000 | 2,176,200,000 -
g 6,180,686,672 | 80,348,926,736 4
! BUPATI PES SELATAN,
)
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